
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 75 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 

TENTANG  PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 

DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas 
pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat 
diperlukan tersedianya likuiditas yang berkesinambungan 
dan keselarasan kegiatan perseroan dalam kaitannya 
dengan pengaturan di bidang pasar modal, perlu 
memperjelas maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan 
(Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan 
serta kewenangan pembinaan dan pengawasan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan 
Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian 
Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan 
Sekunder Perumahan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4297); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang 
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk 
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang 
Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG 
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik 
Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di 
Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20) diubah sebagai 
berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 
     

Pasal 2 
 

Maksud dan tujuan Persero untuk membangun dan 
mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan 
dalam rangka meningkatkan kapasitas dan 
kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau 
oleh masyarakat. 
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